PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1951
TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa urusan penilikan pilem, yang sekarang menjadi tugas-
kewajiban Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan atas
keamanan dan ketertiban umum, dalam suasana sekarang perlu
diberi dasar yang lebih luas, yaitu dasar pendidikan masyarakat
dan kebudayaan;

b. bahwa berhubung dengan alasan sub a, urusan pilem lebih tepat
diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan;

Mengingat : pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia;
Memutuskan

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM
KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1.

Urusan penilikan pilem dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2.

Tugas-kewajiban Menteri Dalam Negeri (Directeur van Binnenlandsch Bestuur),
tersebut dalam "Undang-undang Pilem 1940" (Filmordonnantie 1940, Staatsblad 1940
No. 507), "Peraturan Pilem 1940" (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539 yang
telah diubah dengan Staatsblad 1948 No. 155 dan Lembaran Negara No. 38/1951) dan
"Keputusan pilem 1940" (Film besluit 1940, Bijblad 14490, yang telah diubah dengan
Putusan Menteri Dalam Negeri No.5.U.4/2/41 tahun 1951), dijalankan oleh Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.
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